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Nomor
Lampiran
Hal
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Satu berkas
Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 251P12022

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian;
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
Semua Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;
Semua Kepala Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi;
Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
Semua Sekretaris Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi; dan
Yang bersangkutan.

Yth. 1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

B,

9.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 lPl2022 tentang Panitia Nasional
Uji Kompetensi Mahasiswa Program Prolesi Dokter Hewan Tahun 2022-2023,
dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/lbu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

D1an Wahyuni\
NrP 1962 1022 1988032001
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SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2slPl2022
TENTANG

PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI

DOKTER HEWAN TAHUN 2022-2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 1B Tahun 20 15 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi

Dokter dan Dokter Gigi, perlu membentuk panitia

nasional;

bahwa panitia nasional uji kompetensi mahasiswa

program profesi dokter herrn an yang telah ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 1178lPl2O2O tentang Komite Nasional Uji

Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

organisasi, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan hurul b, perlu menetapkan

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi

Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan Tahun 2022-

2023;

b
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Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2-

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 15)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol3 tentang

Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 20 14 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2O2l tentang

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

202i Nomor 156);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 18 Tahun 20 1 5 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi

Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1012);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3

Tahun 2O2O tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

a7\;
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Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 28 Tahun 202 1 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 963);

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,

DAN TEKNOLOGI TENTANG PANITIA NASIONAL UJI

KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER

HEWAN TAHUN 2022-2023,

Membentuk Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa

Program Profesi Dokter Hewan Tahun 2022-2023 yang

selanjutnya disebut Panitia Nasional dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Panitia Nasional sebagaimana

KESATU terdiri atas:

a. dewan pengawas;

b. pengarah;

c. pelaksana; dan

d. pejabat pengelola keuangan.

dimaksud dalam Diktum

Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA huruf a, bertugas:

a. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu

impiementasi kebijakan uji kompetensi; dan

b. mengambil keputusan strategis terkait kebijakan uji
kompetensi.

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

huruf b, bertugas:

a. meny'usun panduan pelaksanaan uji kompetensi untuk

selanjutnya ditetapkan oleh Menteri;

b. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu

penyelenggaraan uj i kompetensi;
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memberi arahan kepada panitia pelaksana untuk
peningkatan kualitas implementasi uji kompetensi; dan

melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk

menjamin mutu dan pengawasan dalam penyelenggaraan

uji kompetensi.

Dalam pelaksanaan uji kompetensi, pelaksana sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dipimpin oleh ketua.

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Pelaksana sebagaimana dimaksud

huruf c terdiri atas divisi:

a. manajemen uji;

b. pengembangan sistem uji;

c. penjaminan mutu; dan

d. sistem informasi uji.

dalam Diktum KEDUA

Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM

mempunyai tugas sebagai berikut.

a. Manajemen uji sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEENAM huruf a, bertugas:

1. menJrusun sistem pendaftaran dan distribusi

peserta;

2. mengelola sumber daya pelaksana uji kompetensi;

3. menyiapkan perangkat administrasi pelaksana uji

kompetensi;

4. mengelola persiapan dan pelaksanaan tempat uji
kompetensi; dan

5. menetapkan validltas peserta dan hasil uji

kompetensi.

b. Pengembangan sistem uji sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEENAM huruf b, bertugas:

1. menyusun sistem pengembangan sistem dan materi

uji;

2. menJrusun spesifikasi perangkat pendukung materi

uji;

3. menyusun standar mutu sistem dan materi uji;

4. menetapkan materi yang akan diujikan;

5. mengolah nilai hasil ujian peserta uji; dan
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6. menyimpan dan/atau memusnahkan materi uji.

Penjaminan mutu sebagaimana dimaksdu dalam Diktum

KEENAM huruf c, bertugas:

1. mengembangkan mekanisme dan perangkat

penjaminan mutu;

2, melakukan pelaskanaan penjaminan mutu kegiatan

tiap divisi;

3. memastikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi

sesuai standar dan ketentuan; dan

4. mengolah data hasil pelaksanaan penjaminan mutu.

Sistem informasi uji sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEENAM huruf d, bertugas:

1. menyusun sistem pengembangan teknologi dan

sistem informasi;

2. menetapkan tempat uji kompetensi berbasis

komputer;

3. meiakukan koordinasi antar pengelola sistem

informasi yang digunakan; dan

4. melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, dan

pengamanan sistem informasi.

d

KEDELAPAN Dalam melaksanakan tugasnya, ketua pelaksana membentuk

kelompok kerja pada setiap divisi.

KESEMBILAN: Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA huruf d, ditunjuk dari salah satu pimpinan

perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola penerapan

keuangan badan layanan umum.

KESEPULUH Pimpinan perguruan tinggi dapat membentuk tim pelaksana

uji kompetensi di setiap perguruan tinggi sesuai dengan

petunjuk teknis pelaksanaan uji kompetensi yang ditetapkan

oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan

Teknologi.

Pembiayaan pelaksanaan uji kompetensi dibebankan kepada

masyarakat.

KESEBELAS
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KEDUABELAS Biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESEPULUH ditentukan melalui

biaya pendaftaran peserta uji kompetensi yang besarannya

ditetapkan oleh Panitia Nasional berdasarkan persetujuan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

KETIGABELAS Penerimaan dana yang diperoleh dari pendaftaran peserta uji

kompetensi merupakan penerimaan negara bukan pajak yang

penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEtrMPATBELAS Pengawasan atas penggunaan dana yang bersumber dari

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESEPULUH diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang

ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan

Teknologi.

KELIMABELAS Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ll78lPl2O2O

tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program

Profesi Dokter Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KtrENAMBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2l J anuari 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknoiogi,

n W-ahu-:ni
NtP 1962 1022198803200 1

NADItrM ANWAR MAKARIM
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SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25lPl2022

TENTANG

PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA

PROGRAM PROFESI DOKTER HEWAN TAHUN 2022.

2023

SUSUNAN PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM

PROFESI DOKTER HEWAN TAHUN 2022-2023

No NAMA/JABATAN INSTANSI
JABATAN DALAM

PANITIA
I. DEWAN PENGAWAS

1 Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi

Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Ketua

2 Direktur Jenderal
Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Kementerian
Pertanian

Wakil Ketua

Kepala Badan
Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan

Kementerian
Kesehatan

Anggota

II. PENGARAH
1 Direktur Pembelajaran

dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Ketua

2 Ketua Asosiasi Fakultas
Kedokteran Hewan
Indonesia

Asosiasi Fakultas
Kedokteran Hewan
Indonesia

Wakil Ketua

3 Ketua Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter
Hewan Indonesia

Pengurus Besar
Perhimpunan
Dokter
Hewan Indonesia

Anggota

I Direktur Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Kementerian
Pertanian

Anggota

D Direktur Kesehatan
Heu,an

Kementerian
Pertanian

Anggota
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NAMA/JABATAN INSTANSI
JABATAN DALAM

PANITIA
6 Kepala Pusat Pendidikan

Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Kementerian
Kesehatan

Anggota

III. PELAKSANA
1 Deni Noviana Institut Pertanian

Bogor
Ketua

2 Soer.l,arno Pengurus Besar
Perhimpunan
Dokter
Hewan Indonesia

Wakil Ketua

3 Ida 1-ahajati Universitas Gadjah
Mada

Sekretaris

4 Andi Magfira Satya
Apada

Universitas
Hasanuddin

Divisi Manajemen Uji

c Candra Dwi Atma Universitas
Pendidikan
Mandalika

Divisi Manajemen Uji

Erif Mahanugraha S. Universitas Gadj ah
Mada

Divisi Manajemen Uji

7 I Ketut Berata Universitas
Udayana

Divisi Manajemen Uji

B Muhammad Hambal Universitas Syiah
Kuala

Divisi Manajemen Uji

9 Rimayanti Universitas
Airiangga

Divisi Manajemen Uji

10. Wau'id Purwatiningsih Universitas
Brawijaya

Divisi Manajemen Uji

11. Cynthia Dewi Gaina Universitas Nusa
Cendana

Divisi Pengembangan
Sistem Uji

12. Mokhamad Fakhrul
Ulum

Institut Pertanian
Bogor

Divisi Pengembangan
Sistem Uji

13. Ni Ketut Suwiti Universitas
Udayana

Divisi Pengembangan
Sistem Uji

t4. Roes Wandono Universitas Wrjaya
Kusuma Surabaya

Divisi Pengembangan
Sistem Uji

15 Waode Santa Monica Universitas
Hasanuddin
Universitas
Padjadj aran

Divisi Pengembangan
Sistem Uji

16. Dwi Utari Rahmiati Divisi Penjaminan
Mutu

T7, P. Survani Pengurus Besar
Perhimpunan
Dokter
Hewan Indonesia

Divisi Penjaminan
Mutu

18. Sri Pantja Madyawati Universitas
Airlangga

Divisi Penjaminan
Mutu

6
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MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum

rian Pendidikan, Kebudayaan,
eknologi,

1

o22198803200t

NO NAMA/JABATAN INSTANSI
JABATAN DALAM

PANITIA
19. Sugito Universitas Syiah

Kuala
Divisi Penjaminan
Mutu

20. Adirya Yoppy Rochandra Universitas Wijaya
Kusuma Surabaya

Divisi Sistem Informasi
uji

21. Annytha I.R. Detha Universitas Nusa
Cendana

Divisi Sistem Inlormasi
uji

.)) Fajar Shodiq Permata Universitas
Brawijaya

Divisi Sistem Informasi
uji

Kunti Tirtasari Universitas
Pendidikan
Mandalika

Divisi Sistem Informasi
uji

24. Sarasati Windria Universitas
Padj adj aran

Divisi Sistem Informasi
uji

IV. PEJABAT PENGELOLA KBUANGAN
1 Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana

D 1an

REPU
INDOi

o

N\\
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